
 

 

 
 
 

 
 

KABUPATEN TEMANGGUNG 
KECAMATAN TEMBARAK 

 
PERATURAN KEPALA DESA  MENNGGORO 

NOMOR  3 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DESA  MENGGORO 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA  MENGGORO, 

 

Menimbang :   bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan 

Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

   

  

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 6856); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

SALINAN 



 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 5864); 

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 136); 

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1037); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 

tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran 



 

Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1203); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian 

Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 868 Tahun 2023); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 590); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 

tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 

Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa  Setiap Desa, 

Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

1052); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk 

Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 

2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2023 Nomor 11); 

24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 

2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada 

Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak 

Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III; 



 

25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2018 Nomor 48); 

26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung 

Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2020 Nomor 63); 

27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);  

28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan  Peraturan Bupati Temanggung 

Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2022 Nomor 69); 

29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026  (Berita 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12); 

30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2023 Nomor  64); 

31. Peraturan Desa Menggoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Menggoro 

Kecamatan Tembarak (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2017 

Nomor 4): 

32. Peraturan Desa Menggoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-

2026 (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2020 Nomor 8)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Menggoro 

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa 

Menggoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026  

(Lembaran Desa Menggoro Tahun 5 Nomor 2024); 

33. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Menggoro  

Tahun 2019 Nomor 2); 

34. Peraturan Desa Menggoro Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa 

Menggoro Tahun 2023 Nomor 4); 

35. Peraturan Desa Menggoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 

(Lembaran Desa Menggoro Tahun 2023 Nomor 6); 



 

 

 

MEMUTUSKAN 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah 

Rp. 1.645.246.400,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus 

Empat 

Puluh 

Enam 

Ribu 

Empat 

Ratus 

Rupiah), berkurang sejumlah Rp. 16.400.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus 

Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.628.846.400,- (Satu Milyar Enam Ratus 

Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus 

Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :  

36. Peraturan Desa Menggoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2024 (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2024 Nomor 7). 

 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA  MENGGORO TAHUN ANGGARAN 2024 

1. Pendapatan Desa   

1.1. Pendapatan Asli Desa  

a. Semula   Rp.    14.500.000,- 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.                    0,- 

Jumlah PADesa setelah perubahan Rp.     14.500.000,- 

    1.2. Transfer  

    a. Semula Rp. 1.645.246.400,- 

    b. Bertambah/(berkurang) Rp.      16.400.000,- 

     Jumlah pendapatan transfer setelah  

     Perubahan Rp. 1.599.346.400,- 

    1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah  

    a. Semula Rp.      15.000.000,- 

    b. Bertambah/(berkurang) Rp.                     0,- 

    Jumlah lain-lain pendapatan yang 
sah  

    setelah perubahan Rp.      15.000.000,- 

  

   Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.628.846.400,- 



 

 

2. Belanja Desa 

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

a. Semula Rp.  825.570.521,- 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.  (12.275.450),- 

Jumlah setelah perubahan Rp.  813.295.071,-   

2.2. Bidang Pembangunan     

a. Semula Rp.  709.949.000,- 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.    42.779.000,-  

Jumlah setelah perubahan Rp.  752.728.000,- 

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan     

a. Semula Rp.    39.059.824,- 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.    12.901.200,- 

Jumlah setelah perubahan Rp.    51.961.024,-   

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat     

a. Semula Rp.  336.631.750,- 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.   (59.804.750),-  

Jumlah setelah perubahan Rp.  276.827.000,- 

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,     

Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa     

a. Semula Rp.  120.450.000,- 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.                    0,-  

Jumlah setelah perubahan Rp.  120.450.000,- 

 

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 2.015.261.095,- 

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.     (16.400.000),-  

3. Pembiayaan Desa     

3.1. Penerimaan Pembiayaan     

a. Semula Rp.  386.414.695,- 

b. Bertambah/(berkurang) Rp                    0,- 

Jumlah setelah perubahan Rp.  386.414.695,- 

 

 

 



 

 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan     

a. Semula Rp. (386.414.695),- 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.                   0,- 

Jumlah setelah perubahan Rp. (386.414.695),- 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp.                    0,- 

 

 

 

Pasal 2 
 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 

Kepala Desa ini. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam 

Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan 

Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

 

 




